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PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Lbj
S\ Fr e\ T} z
P eIt S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rasyid bin Arifin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
pendidikan SD, alamat Pulau Messah, RT.
002/RW. 000, Desa Pasir Putih, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Hafni binti Rasudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Pulau
Messah, RT. 002/RW. 000, Desa Pasir Putih,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai

Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 9 Maret 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor
26/Pdt.P/2022/PA.Lbj pada tanggal 22 Maret 2022 dengan dalil-dalil/alasan
sebagai berikut :
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1. Bahwa padatanggal 10 September 2018 Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa
Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah
Kandung Pemohon Il bernama Rasudin dengan mas kawin seperangkat
alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama:

a) Taswin
b) Dacin

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon | berstatus Jejaka sedangkan
Pemohon Il berstatus Perawan, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda
maupun saudara sesusuan;

4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon | dan
Pemohon Il tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon | dan Il telah dikaruniai anak seorang
anak Bernama Muhammad Ken fahrul Hidarullah, lahir tanggal 3
September 2021;

6. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 10
September 2018 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada biaya
dan jarak tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon Il jauh dan sulit, karena
harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon
sekiranya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l tersebut
diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk
memperoleh Kepastian Hukum;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah tergolong warga yang tidak
mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor :
400/93/11/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh karena itu Pemohon | dan

Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
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untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma

(Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa
perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemaohon | dan Pemohon li;

2. Mengizinkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk berperkara secara Cuma-
Cuma (Prodeo);

3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal. 10 September 2018 adalah sah
secara hukum;

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 23 Maret
2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonan Itsbat Nikah
tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon | dan

Pemohon Il telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5315050107880212 atas nama
Pemohon | tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat
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tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5315064107940082 atas nama
Pemohon |l tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat
tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050902090012 tanggal 23 Oktober
2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AKir bin Habudi, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, RT. 001/RW. 001, Desa Pasir
Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II, karena saksi
adalah Paman Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang sah, saksi
hadir waktu keduanya menikah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan
tahun pernikahannya. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Rasudin, saksi nikahnya adalah
Taswin dan Dacing, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa sejak menikah, Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam,
berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

Hal. 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi
pernikahan mereka berdua;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai;

- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak
pernah berpindah agama;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di KUA
Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak tempat tinggal
dengan KUA (Kantor Urusan Agama) jauh dan sulit;

- Bahwa maksud dari Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah
ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan
mereka berdua sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum;

2. H.Hasan bin Hamidu, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, RT. 007/RW. 003,
Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II, karena saksi
adalah sepupu Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang sah, saksi
hadir waktu keduanya menikah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan
tahun pernikahannya. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Banggo, saksi nikahnya adalah
Makarudin dan Dacing, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa sejak menikah, Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam,
berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;
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- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi
pernikahan mereka berdua;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai;

- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak
pernah berpindah agama;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di KUA
Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak tempat tinggal
dengan KUA (Kantor Urusan Agama) jauh dan sulit;

- Bahwa maksud dari Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah
ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan
mereka berdua sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon | dan Pemohon Il tetap dalam
permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal
22 Maret 2022 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari,
hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Agama Buku Il Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak
yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah datang
menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 10
September 2018 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai
Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon | dan Pemohon Il dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah
ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkara itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa
surat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il, keduanya adalah pasangan yang
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan
hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon | dan
Pemohon Il mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah memberikan keterangan serta mengajukan
bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta otentik, yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon | dan Il yang berada dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan
penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas actor sequitur forum rei

(tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg.
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Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang oleh Hakim dipandang
sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon | dan Pemohon II.
Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian
administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara
Pemohon | dan Pemohon Il masing-masing berstatus kawin;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiga bukti tersebut sejak awal
dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang
berlaku, dengan demikian Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya
hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon | dan Pemohon
Il sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-
saksi Pemohon | dan Pemohon Il, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang
terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya
ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim
menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung
kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dalam
perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon
Il di persidangan dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 10
September 2018 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il
yang bernama Rasudin;

2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I,

adalah Taswin dan Dacing;
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3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il berupa
seperangkat alat sholat tunai;

4. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon | adalah jejaka dan Pemohon Il
adalah perawan;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan
kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun dan mempunyai 1
(satu) orang anak yang Bernama Muhammad Ken Fahrul Hidatullah;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tetap beragama
Islam, serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

8. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA karena jarak tempat
tinggal Pemohon | dan Pemohon Il dengan KUA Kecamatan jauh dan sulit;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il membuat surat permohonan pengesahan
nikah ini memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis

Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 10 September
2018 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, dinikahkan oleh wali nasab, disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi dan ada mahar;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon | bersatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan darah,
semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk
menikah;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tetap beragama
Islam;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di KUA

berwenang;
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7. Bahwa tujuan itsbat nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah memperoleh

kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
terbukti  kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa Perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam pasal 4
Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991)
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan
rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang
saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, kedua calon
mempelai telah memenuhi ketentuan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon | dan Pemohon
Il telah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi ketentuan pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah yang diucapkan oleh Pemohon | telah
memenuhi ketentuan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan

menikah sebagaimana maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat fugaha
dalam kitab I'anah 1V:254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim
sebagai berikut :

Jse saaliiy s sad (e adag g dina S350l o 2S5 g e all

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan
sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.
(I'anatut Thalibin 1V : 254).
Dan dalil :

W5 s i (s 5ol i g e A gl g 138
Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang
sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul
Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan
aquo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan
syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon telah terbukti
memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon
telah sah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada
Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga
perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 7 Agustus 1991 setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi
ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut
bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan

kepercayaannya tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
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berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka
22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya
perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan
setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga
perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti
menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan
juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat
merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri
tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika
suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena
perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit
sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap
telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai
isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat
merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang
tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya
ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat
berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang
yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban

untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini
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(harta bersama), warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan
suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon | dan Pemohon I
mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il sehingga perkawinan tersebut
mempunyai kekuatan hukum, dan Pemohon | dengan Pemohon II dapat
mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam, menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan
dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya
keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Pemohon | dan
Pemohon Il jika permohonan itsbat nikah Pemohon | dan Pemohon Il ditolak
dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari tidak tercatatnya pernikahan
tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi
para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak
mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam dunia sosial
akan dirasakan tidak adil apabila akibat kelalaian kedua orang tuanya dengan
tidak mencatatkan pernikahan mereka berdampak kepada status anak dimata
sosial kemasyarakatan, sehingga untuk kepentingan anak sesuai dengan bunyi
dan maksud dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor
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35 tahun 2014, maka status pernikahan kedua orang tuanya harus mendapat
kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul figh yang dijadikan
dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang diambil oleh menjadi
pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

cbaddl Gla e adie auliall ¢ o

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan
tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu
keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 Jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34
Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta
Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis
Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Itsbat Nikah dikabulkan, maka
Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada kepada Pemohon | dan
Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan
Pembebasan Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2022/PA.Lbj, tanggal 22 Maret 2022 oleh
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan

kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Hal. 14 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalill-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemaohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Rasyid bin Arifin) dengan
Pemohon II (Hafni binti Rasudin) yang dilaksanakan pada tanggal 10
September 2018 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
Propinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00 (nhol rupiah)
dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo
Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi

bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Irwahidah

MS., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.l., dan Muhammad Haris

Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Humaedi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon I,

Hakim Anggota | Ketua Majelis

Harifa, S.E.I. Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota ll

Muhammad Haris Anwar, S.H.
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- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1A

j putusan.mahkamahagung.go.id
=

Panitera Pengganti

Humaedi, S.H
Rincian Biaya Perkara :
1. ATK / Proses :Rp. 0,00
2. Biaya Panggilan :Rp. 0,00
3. Materai :Rp. 0,00
Jumlah :Rp. 0,00

Hal. 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



